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A. Kesmpulan
Setelah bab demi bab dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka
sampailah pada bab terakhir, dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa
kesimpulan dan juga saran-saran yang diambil dari hasil pengolahan pada
pokok persoalan tentang identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap
tindak pidana pencurian, sehingga penulis dapat mengemukakan kesimpulan
sebagai berikut :

1. Fungs identifikas sidik jari dalam penyidikan terhadap tindak pidana
pencurian adalah, barang bukti yang mempunya kekuatan pembuktian di
persidangan selain barang bukti yang sah dapat pula mendukung alat-alat
yang lain sehingga identifikasi digunakan untuk menemukan orang atau si
pelaku.

2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk identifikas sidik jari dalam
penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Y ogyakarta. Mula-mula
kedua sidik jari yang beda dibandingkan kelas atau golongan yaitu :

a. Jenis bentuk pokok lukisan sidik jari : jika jari latent adalah whorl,
maka tersangka harus juga mewakili whorl atau pemeriksaan tidak
perlu dilanjutkan.

b. Jka sidik jari latent adalah plain whorl, sidik jari latent diketahui

harus juga plain whorl.



c. Jikasdik jari latent memiliki garis-garis pepilair yang halus, sidik jari
yang diketahui harus demikian. Sehingga dapat membantu proses
penyelidikan untuk mencari bukti permulaan terhadap orang-orang
yang dimungkinkan/dicurigal pada saat terjadinya tindak pidana di
TKP ( Tempat Kegadian Perkara).

Sidik jari yang sudah dibedakan kelas atau golongannya tersebut

dismpan di bank data kepolisian untuk selanjutnya dicocokkan dengan

sidik jari orang yang sudah tercatat, tersimpan dan teridentifikasi di bank
data kepolisian, setelah dicocokkan maka pihak polisi dapat menemukan
siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut.

3. Hambatan pelaksanaan identifikasi sidik jari dalam penyidikan terhadap
tindak pidana pencurian adalah : keadaan TKP tidak asli seperti semula
disebabkan oleh faktor alam dan manusia, sarana kurang memadai,
kurangnya jumlah dan kemampuan personil, keterlambatan masyarakat
untuk melapor, jauhnya jarak kantor dengan lokasi TKP.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis mengemukakan
saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak penyidik khususnya harus cakap, tanggap dan mampu untuk dapat
menguasal  keahliannya. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota
penyidik pada umumnya semakin mampu bertugas dibidangnya, serta
meningkatkan sikap profesiona di dalam melaksanakan setiap tugasnya-

tugasnya dari masing-masing petugas penyidik.
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2. Adanya kemajuan teknologi sekarang ini maka setiap anggota penyidik
dituntut keahliannya dalam hal operasional nantinya akan bisa untuk
selalu dapat menandingi setiap gerak dan arah dari kejahatan yang timbul
dewasa ini. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi
kegahatan diusahakan untuk selalu menjunjung tinggi hak-hak asas
manusia.

3. Adanya upaya untuk mengindentifikas sidik jari setigp orang dan
menyimpannya di bank data kepolisian, upaya tersebut bertujuan
memudahkan anggota penyidik untuk mengungkap pelaku pencurian,

oleh karena sidik jarinya sudah tersimpan di bank data kepolisian.
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